
a. bahwa dalarn rangka penyesuaian dan penyeragarnnn 
besaran pembiayaan dalam pelaksanaan dan 
pengelolaan keuangan daerah serta dalarn rangka 
pengadaan barang/jasa di linglrungan Pemerintah 
Kabupaten Nias, maka di butuhkan Standar Biaya 
dalarn pelaksanaan dan penggelolaannya; 

b. bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nornor 
'72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan 
Tahun Anggaran 2014 serta untuk mengakomodir 
beberapa usulan SKPD terkait penambahan dan 
perubahan uraian jerus dan besaran standar biaya, 
perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan 
Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar 
Biaya Umurn, Harga Barang/Perlengkapan Kantor 
Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi, 
Harga Bahan Konstruksi dan Analisa Standar Belanja 
Pemerintah K, · 1 Nias Tahun Anggaran 2014; 

BUPATJ NIAS, 

DENGAM RAH~'I' TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATf NIAS NOMOR 38 
TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA 'OMUM, HARGA BARANG/ 

PERLEifOKAPAN KANTOR KEBUTUHAlf PEMERINTAH, HARGA 
BA.HAN NON KONSTRUKSl, HAROA BAHAN KONSTRUKSI 

DAN ANALISA STANDAR BELANJA PEMERJNTAH 
KABUPATEll NIAS TAHUII AHGGARAN 2014 

TElfTANG 

PBRATURA.11 BUPATI NUS 
lfOMOR 29 TAHUN 2014 

SERI: E 

BER:ITA DAERAH 
KABUPATEN NIAS 

NOMOR: 125 



1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 
tentang Pembentukan Dacrah Otonom Kabupaten 
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Utara (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nornor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor l 092); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3833); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1 q99 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851}; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undarig- Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang 
Pemcriksaan Pcngelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undeng Nornor 33 Tahun 2004 tentang 
Perrmbangan Keuangan antara Pemcrintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438); 

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana 
din aksud pada huruf a dan huruf b, perh .. 1 
mcnetapkan Peraturan Bupati Nias tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 
38 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum, Harga 
Barang/ Pcrlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, 
Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahun 
Konstruksi dan Analisa Standar Belanja Pemerintah 
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014; 

Mcngingat 



8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
· Daerah dan Retribusi Daerah [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia 
5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234; 

10. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

11. Peraturan Pemerintah Pcngganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 'rahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

12. Peraturan Pernerintah Nomor 29 Tahun 2000 teritang 
Penyelenggaraan .Iasa Konsrruksi [Lernbarari Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tarrun 2000 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3957); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan dalam 
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 203, Tarn.bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4023); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wa.kil 
Kepala Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahari Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4029); 

16. Peraturan Perneriutah Nornor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan 
Lembaran Negara Rep idonesia Nomor 4575); 



17. Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik [ndonesia 
Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 1651 Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4-593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tent.ang 
Pernbagian Urusan Pernerinrahan antara Pemerintah, 
Perneriritahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

2 .1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Penzadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana 
telah diubah oebcrapa kali terakhir dengan Perattrrari 
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Mented Oalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

'.23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 
lentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 
2014; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

25, Peraruran Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2014 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 72/PMK.C)2/2013 tentang Standar Biaya 
Masukan Tahun Anggaran 2014; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan 
yang menjadi Kewenangan Pemerinrahan Daerah 
Kabupaten Nias; 



27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Nias; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas 
Daerah Kabupaten Nias; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Nias; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 
dan Kelurahan Kabupaten Nias; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 
2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias; 

:33 .. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nornor 7 Tahun 
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 
2014; 

35. Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2013 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah 
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014; 

36. Peraturan Bupati Nias Nomor 39 Tahun 2013 tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Ka bupaten Nias Talrun Anggaran 
2014; 

37. Peraturan Bupati Nias Nomor 25 Tahun 2014 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Peridapatan clan. 
Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 
2014; 



Bebern.pa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Nomor · 8 Tahun 2013 
tentang Standar Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor 
Kebutuhan Pemerintah Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan 
Konetruksi Dan Analisa Stander Belanja Pemcrintah Kabupaten Nia Tahun 
Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias 
Nomor 11 Tahun 2014. tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias 
Nornor 381'ahun 2013, diubah sebagai berikut : 

Paaal I 

Menetapkan PERATURAN BUPATI !IIAS TENTA.NG PERUBAHAN 
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 38 
TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM, HARGA 
BARANG/PERLENGKAPAN KANTOR KEBUTUHAN 
PEMERJNTAH, HARGA DAHAN NON KONSTRUKSI, 
BARGA DAHAN KONSTRUKSI DAN ANALISA STANDAR 
BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN NJAS TAHUN 
ANGGARAN 2014. 

MEMUTUSKAN : 

.Memperhatikan: L Hasil Rapat Tim Kelompok Kerja (Pokja) I, U, III, IV 
· dan V tentang data-data yang berhubungan dalarn 
Penyusunan Peratnran Bupati Nias tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Nomor 
38 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Urnum, Harga 
Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, 
Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan 
Konstruksi dan Analisa Standar Belanja Pemerintah 
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014; 

2. Hasil Rapat Tim Penetapan dan Ketua Tim Kelompok 
Kerja (Pokja} I, II, III, IV dan V tentang Penyusunan 
Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Nias Nornor 38 Tahun 2013 tentang 
Standar Biaya Umurn, Harga Barang/ Perlengkapan 
Kantor Kebutuhan Pernerintah, Harga Bahan Non 
Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi dan Analisa 
Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran 2014; 



Peraturan Buµati Nias No1r1oi· 38 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum, 
Harga Barang/ Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pernerintah, Harga Bahan 
Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi Dan Analisa St.andar Belanja 
Pernerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014 [Berita Daerah 
Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 218 Seri : E) sebagairnana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Nias Nomor l I Tahun 2014 tentang perubahan 
atas Peraruran Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Biaya 
Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga 
Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi Dan Analisa Standar 
Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014 (Serita Daerah 
Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 11 Seri : E), dinyatakan tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati Nias ini. 

Pasat rv 

PaaaJ m 
Hal-hal yang belurn cukup diatur dalam Peraturan Bupati Nias, akan diatur 
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Nias. 

Uraian jenis Standar Biaya yang belum tertuang pada Peraturan Bupati Nias 
ini tetap mengacu pada Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2013 
tentang Standar Biaya Umurn, Harga Barang/Perlengkapan Kantor 
Kebutuhan Pcmcrintah, Harga ~3aha...'"1 Non Kcnstruksi, Harga Bahan 
Konstruksi dan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias 
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias 
Nomor 38 Tahun 2013 ten tang Standar Biaya Umum, Harga 
B:a.rat1~;/Pt~dengkap1H1 Kantor Kebutuhan Perneriritah , Harga Bahan Non 
Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi dan Analisa Standar Belanja 
Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014. 

Pasal II 

(1) Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Angka l yaitu Lampiran I tentang Standar 
Biaya Umum diubah sebagai berikut: 
a. Penarnbahan Uraian .Jenis Standar Biaya dan Penjelasan 

sebagaunana diuraikan p.-.(1;.i_ f .ampiran I (A) .,_ngka l Peraturan 13ttpat~ 
Nias ini. 

b Uraian .ienis dan Besaran Standw Biaya No.6 tcntang Honorarium 
Pengelot» Aphkasi Sistim Intorrnasi Pengelolaan Keuangan Daerah 
{SJPKD) diubah sebs gaimana diuraikan pada Lernpiran l {A} angka 2 
Peraturan Bupati Nias ini, 

(2) Lampiran i (A) angka 1 r:k.n :2: sebagaimana dimaksud pada ayat p.) 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Bupati Nias ini. 



BERITA J>A&RAII UBOPATBlf JOAS TA.BUJI 2014 IIOIIOR: 126 8J:RI: & 

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan 
pada tanggal 11 Nopember 2014 

SEKRETARI8 DAERAH UPATBll ll1A8, 

SOKHIATULO LAOLJ 

ttd 

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan 
pada tanggal 1 t Nopember 2014 

BUPATI IQAS, 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati Nias ini dengan penernpatannya dalarn Betita Daerah 
Kabupaten Nias. 

PualV 

Peraturan Bupati Nias ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2014. 
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OB 

10 Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliitr s.d j OB --- 1 ,200,ocJ_ 
R . 75 Mi iar ~-! 

1--......+-l--l-i-NL.Cila.J-. pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s.dl J 

Rp. 100 Miliar I OB 1,380,0001 

1- ·- -12 ~~i~~~g~~a di ataa Rp. 100 Millar o.d OB·--+----1-6-30~ 

~ 13 Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Miliai .s .. d - - -- • . ~ 

I l 14 :~ •• t::;~: di a>a• Rp 500 ,..,,,; s.d OB t.soo.ooo] 

I' Rp. 7SO Miliar OB 2.140,000 

15 Nilai pa~~ dana di atas Rp. 750 Millar s.J-·---4-------< 
. Rp. 1 Triliun -1 OB 2,400,000 

IL_ .. ---- --· ·-·-·-- - --------·----'--·-- __ ,r __,_ ...,. 

:~-~~-===--=~--=--=«=~i:::r;~~ ci .. -- ----- ! TA!!PI' ~~14 l.. _ 
' ~ ------- 2 ----·-- -··-- 3 - 4 1 _§_ 

,A. === :=:~:A-UIIUII, T' I ~:_:_=+--- ·I:tt;~~~~:~~~~::,_=_oo_t-31 . .J'----" 
---·-------1------- 

2 Nilai pagu dana di atas Rp. 100 .Juta s.d OB 360,ooo' 
_ RL250 Jut.a -------·-------+-----+-------i 

3 Nilai pagu dana di atas Rp. 250 .Juta s.d 
1----1---~R~.SOOJ~ta-=---------=----,~ 

_1 Nilai pagu dana di atas Rp. 500 .Iuta s.d 
__ --~-- R_E.) lti1iiau- --··-·---------,.·----------. _ 

5 Nilai pagu dana di atas Rp. l Miliitr s.d 
____ -···· R_p~2,5 Millar_______ .. 

6 
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Millar s.d 
R . 5 Millar 

-;· Nilai pagu dan.i'.di atas Rp. 5 Miliai· s.d OB 690,000 
R . 10 Miliar ----1----- ------ 
Nilai pagu dana di atas Rp. 10 MillR.r s.d 8 R . 25 Mi!iar 

LAIIPIRAJli I PBRATURA!I BUPATI l'l1AS 
1'0110R 29 TAHUJI 2014 
TANGGAL 11 NOPEMBER 2014 
TENT ANG RENCA.l'fA AKSl DAJ!:RAH 

P&MBERAN'.l'ASAN RORUPSI 
PEMERIHTAH l<ABUPA'l'EN 
RIAS TAHUM 2014-2016 



J·:) 

BIAVA 
NO U'RAIA1' BATU.Alf PERUBAHAX KET. 

-., .. .._..._ TAJWJf 2014_ 
1--- ... - ,_____ -·-- - 3 4 ·--· s. ·--1 ' J 2 -- ·- ---- ------ 

b. PUOAWAS LA!"ANGAN: 

---·------·-· .-- -·=~- -·-1 ,.- ..... - 
l Nilai pagu dana s. d. Rp. 100 Jut:a OB %0,000 

Nilai pagu dan11-<li etas Rp. lOO Juta s.d -· {)~ [-~--;10:;-; 2 Ro, 250Juta - Nilai pagu dana di atas Rp. 250 J\1t.a s.ri 3 OB 370,000 Ro. SOOJuta -- -- -- . .. - 
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 .Juta a.d 4 OB 430,000 Ro. l Mili&r _______ 

1 
__ 

··-·------ ---- Nilai pagu dana di atas Rp. l Milier s.d OB 5 500,000 iRn. 2 5 Miliar -· I-->- 
Nilai pagu dana di atas Rp. 2:,5 Millar s.d 6 OB 570,000 

-- --- Ro. 5 Miliar --- ._... __ 
7 Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d OB 640,~~~ Ro. IO Millar ·-- ---- 

Nilai pagu dana di atas Rp. lO Mi!iar !;..:! 8 OB 810,0UO ~25 Millar ··- 9 -- Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d OB 980,000 I Ro. 50 Millar I - ! 10 Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d OB 1,150,000 Ro. 75 Mi!!JE_ . --- ....... - lJ. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s.d OD 1,330,000 Rp. 100 Millar _,. ___ ~--- J_,... - 12 Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar s.d 08 1,580,000 Rp. 250 Miliar 
----- ------ 13 Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Miliar s.d 1,840,000 OB Rp. 500 Millar -- ... - ... - - I 14 Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Millar s.d .2,090,000 ! OS I Rp. 750 Millar 

15 Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Millar s.d 2,350,000 OB Rp. l Triliun 
J --- PADA -·----- -· e, Tiii PEKDUJCOKG PELAKSA1'fA.A1' PBKERJAAK KONSTRtJKSI : (Juni 

Gambar/Juru Pemetaaa./ Juru 
qenda/Petu,aa Peqelola clan Elltri 
Data/Petup1 Laboratorium Peqendallall, 

-- Ilana): __________________ _L__, ____ --···--- 
Tingkat Pendidikan : 

·-·-~--- ----- --------"'- --·--- -·· 
Js_:::.A/SMK/Sederajat 1,500,000 OB ---· - ---- 



- ,. .. ·~-" . 
5 

KET. 

Pad a 

Honorarium kepada Pegawai Negeri Sipil yang 
diangkat oleh Pengguna Anggaran {PA)/Kuasa 
Pengguna Anggaran (KPA) Barang/,Jasa, yang 
bertanggungjawab penuh atas seluruh 
pelaksanaan pekerjaan fisik serta 
melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan 
rnengarahkan pengawasan t~knis yang 
dilaksanakan oleh Pengawal 
Lapangan/ Kon sultan Pengawas. 

b. Honorarium Pengawas Lapangan 
Honorarium kepada Pegawai Negeri Sipil yang 

;dia:ngkat oleh Pengguna Anggaran jPA)/Kua~.c1 
'Pengguna Anggaran (KPA) Barang/ .Jasa, yang I 
bertanggungjawab penuh atas seluruh 
pelaksanaan pekerjaan fisik serta 
melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan 
rnengarahkan penyediajasa/kontraktor dalam 
oelaksanaan~~k~~~·~aan-=-'~fi_1s~ik~.'-~--~-~~--1 

c. Honorarium Tim Pendukung 
Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi 
Honorarium diberikan kepada Non Pegawai 
Negeri Sipil yang diangkat sesuai dengan 
tugas dan fungsinya oleh Pengguna Anggaran 
(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran {KPA) atas 
nersetujuan Bupati. 

a. Honorarium Direksi Teknis 

Honorarium_ Petugas Alat Berat -----·-··-·-····--··---+-------------1 
Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri 
Sipil yang diangkat. sesuai dengan tugas dan 
fungsinya oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa 

~~ ~~.&@na Anggar~ {KPA) atas p<;rse~uan BuI?_a_ti __ ·_. ~---~----------'----·-.JI 

D.!HONORARJUII PET11GA8 AI.AT BER.AT: , _ 
i 1 Mekanik Alat Berat ----------- OB 5,000,000 

2 Pembantu Mekanik-·l\lat Be;i:~t.- ----·-------l OB 3,500,000 
3 Ooerator Alat:....B"-'-era-'-'t___________________ OB 2,000,000 
4 Pembantu Operat~r Ala_t_B_e_r_a_t _,_ OB .1.z500,00Q 

Penielasan : 

BIAYA 
no URAlAJf SA TUAN PERtJBAHAlf 

TAHUJf2014 



I BIAYA 
NO URAIAN !SATUAJf PER.UBAIWI KET. 

TABU1' 2014 --·· ·- _ .. _. ,___. __ ,... ___ 
l .2 3 4 ' 5 -·---,-- ... ,.,,... . ._... 

m. HOJfORARIUlll IIEDIS/PARAMEDlS PEG.AWAI l 
TlDAK TETAP (m') : I 

.·. ----- ---Ao.A: ........ ----- """""------ 
1 !Dokter iDokter Gigi m OB 1.000,000 

- - --,---.., 
Penjelasan : 

i 
Honorarium diberikan kepad.a Dokter/Dokter Gigi 
Pcgawai Tidak Tetap (PTT) yang diangkat sesuai 
dengan tu gas dan fungsinya oleh 
Menteri/ Gu bemur / Bupati /Walikota yang 
ditempatkan di daerah terpencil/ sangat terpencil 
dan mengabdi serta bertugas pen uh dalaJn 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

j 

IV. HOKOIWUUII PERGELOLA O.BAT: i .... ~ ·---·--·-·- -·----···--·---~ .... -- ..... -- .,,- ... ---·····-, -·-·---·· .•. •'-··"······· 

1 Petugas Pengelola Obat Puskesmas 08 I 200,0QQ 
I 

Penjelasan : i 
I I 

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil 
yang diangkat sesuai dengan tugas dan fungsinva I 

oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA). 

v. HOKOIWUUII Tiii AKOOARAlf PEIIERIJITAH 
DAERAB: -h- 

Pembina ·----- - OB 2,250,000 - ----- - --- ----· . Wakil Pembina OB 2,100,000 --~--~--· - Ketua OB 2,000,000 .. 
- Wakil Ketua OB 1,900,000 - - Sekretaris OB 1,800,000 

Wakil Sekretaris - 
r OB 1.700,000 -- - Ketua Pokja OB 1,600 000 --··---- - AnlO?ota Pokja OB 1,500,000 
- Sekretariat Tim OB l,500,000 ~--- .. ·~- ...... ··- 

tenjela§!ID : I 
I 
ronorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil 
yang diangkat sesuai dengan tugas dan fungsinya 
berdasarkan surat keputusan Bupa.ti. 

I -- --· ~-·-·-· 



OB 850,000 

·------ 

.'350,000 

1,000,000 

J ,, 

2 Wakil Pembina 
~-- ~--- --·· 

3 Pengarah 

4 Penanggungjawab 
- 

5 Ketua --- 
6 Waldl Ketua _______ ,_,_ . 
'1 ~kreta:ds ,___ ----- _____ .. 

a, ~ang ditetapkan oleh Bupati: 
I . -·--~--~- 

! Pembine 

b, Admin SIPKD 

a. Koordinator Admin 

OB 750,000 -------------+-·-···----.-.....------------ 
8 Anggota OB 750,000 ------··· • • •• .. -~- ~v·.·----r-------- 

~ 9 Sckretariat . ~- OH : 590,.000 

llb:- Yang. ditetapkaa oleh Pengguna Anggaran ]' I . . 
{PA)/Kuasa Pengguna A11ggrwm (K.PA): 

·- , ---- -· - I - -- L-. ---- 

1,250,000 OB 

_ ...... ,_ .. __ .. _.-·.·---~~-·- .... ---- I 

--'------------ ..... ........ _. ~·---·--- 

1 .. soo oon 

1:2so:oool 
-- -- .OB l_ .-000,0~01 

~---~------------<f--,.- 
OB 1,250,000 --~~~-------- 
OB 1,000,000 ~---------!--- ---+-----·~ 

OB i---1---11----------------··· ._. _.._ .. ..,.... ----Ii-- 

OB 

1---1--------·--·------------lf--··---ll----------------t 
OB ;--t-·-----------·---------------1--------+---·- I c. Operator STPE<D OB r: -1----- ----····--· - ,······--· -··--··-. . . ----· .. - ···- .. 

D. HOKORARIUII TOI PltLAKSA!fA KEOIATAN : 

I. HOKORARIUII PEJfGELOLA APLIKASI SISTDI ~ ------- 
llfl'ORIIASJ PENGELOLAAN KEUAHGAN 
DABRAII (81PKD}: ----------··-· ··---r----·---·-r--·---- 

2 Sekretaris 

~- 

--------------. -----···---- - ~~-, --· :·::::, - . ·- ··-- 
..------------------------·-+-------,--~---·- 
1--3__._un_· _P_en_d_u __ 1<1_1n_g 

1 
__ ,?_B I ·--~?,OOO ----···-·- 

Penjela.san : I 
Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil 
yang diangkat se~uRi dengan tugas dan fungsinya 
berdasarkan surat keputusan 81.p<lA ._,._-+-----+--·-----+-·- _ 
URAL\JI PERUBAHAJI BARGA STANDAR BI.A.YA I 
UIIUII: 

-r.... · :z · --a-· 
VI HOIIORARIUll PEIWIGKAT UKITLAYANAN _ 

. PltllGADAAl'I : "-· ·- --·-··-- . .._ __ ___, .. ··--· 
l Ketua 

BIAYA 
PERUBAH.U KET. 
TABU112014 

4 ·- 5 
.... ·--·--- -···- 

SA.TUAN NO 



UPATEN !fJAS, 

SOKHlATULO LAOLI 

ttd 

BUPATI l'fIAS, 

tol BUYA 

(~~~m~ -- -j~i'":~~ 7· 
~ __ , 3 Ket ua ... ··------·------~fl J 400,000_ 

4 Waki! Kctua ·----- .. _ ... ··--+···· 08 ···+- 350 000 
5 Sekn,taris · OB 300 000 

r:
3±:kr::riat :~---------T~~ . -. -~: 

Penjelasan : 
lonoranum 1'i.m Pelaksana Kegiatan dapat 

diberikan kepada Pegawal Negeri Sipil atau Non 
Pegawai Ncgeri Sipil yang dibcri tugas untuk 
rnelaksa:nakan kegiatan berdasarkan surat 
keputusan Bupati, Penggu.na Anggaran (PA)/Kuasa 
Pengguna Anggaran (KPAI. 
Ket.entuan pem bentukan.-t.,.im_a_dal_ah_11e_ba_g_ru _ 
berikut: 

..... Mempun~ keluaran jelas df!:"\ teruku~. __ 
b. Bersifat koordinatif yang mengharuskan =E 

1:!P.!?k me~tsertakan eselcn II lainnya. 
Bersifat temperer, pelaksansannya perlu 

c. di ioritaskan. ·--+--- 
ct. Memp,lk1m perangkapan fungsi atau tugas 

tertentu b-,gi P<'.Jabat negara/ pegawai ,H,geri, 
1 f= 

sipil disa~ing tugas pokoknya sehari-hari · . _ 
e. Dilakukan secara selektif, efektif dan efesie"'ncc'-+-------<1----- __ 
f. Pemberian honorarium tim dengan satuan 

Orang/Triwulan dan Orang/Semester dapat 
dibcrikan maksimal 150% [seratus lima puluh I 

rsen) dari biaya satuan Or!lng/Bulan. __L _ 


